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ABSTRAK 

 

Praktik jual beli tanah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Babakan pada 

tahun 1964, terhadap objek jual beli berupa tanah yang status hukum 

kepemilikannya belum jelas karena tanah tersebut milik Negara. Kades sebagai 

pihak penjual dan warga masyarakat sebagai pembeli terhadap objek tanah di 

sepanjang pinggiran rel kerataapi, yang sampai sekarang belum memiliki bukti 

sertifikat kepemilikan tanah namun hanya ada kuitansi pembelian tanah dari desa. 

Pada tahun 1981 diakui sebagai milik PT Keretaapi Indonesia berdasarkan 

Grondkart. Oleh karena itu menarik untuk dikaji status Hukum jual beli tanah 

tersebut. 

Penelitian ini mencoba mengetahui apakah Praktik jual beli tanah serta 

pemanfaatannya telah memenuhi syarat secara Hukum Ekonomi syari’ah. Maka 

praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya terkait 

syarat jual beli ialah Syarat barang diperjualbelikan yaitu barang tersebut 

bermanfaat, suci tidak najis, dapat dipindahkan, milik si penjual, apabila tidak 

memenuhi salah satu syarat jual beli maka hukumnya Fasid atau batal secara 

hukum, agar dapat menghindari Unsur-unsur Gharar, Maisir, Riba, dan 

Eksploitasi (Ketidakadilan). Penelitian ini menggunakan penelitian Mixed 

Research. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Sosiologis-

yuridis, yakni pendekatan yan digunakan untuk melihat suatu masalah Praktik jual 

beli tanah yang mengakibatkan sengketa di Desa Babakan, Kecamatan 

Karanglewas. Kemudian dibahas dan dinilai dengan Prinsip-prinsip Hukum 

Ekonomi syari’ah. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan Prinsip-prinsip 

syariah terhadap praktik jual beli tanah di Desa Babakan, Kecamatan 

Karanglewas, belum sesuai denga Hukum Ekonomi syari’ah, karena masih 

terdapat unsur Gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan yang 

dapat menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan di antara kaum muslimin 

karena tidak ada kejelasan kepemilikan tanah yang dijual dan menimbulkan 

sengketa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang 

kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu 

bidang yang diatur adalah Hukum. Hukum islam mencakup Hukum ibadah dan 

Hukum Muamalah. Hukum Ibadah mengatur Hubungan manusia dengan Alloh 

SWT, sedangkan Hukum Muamalah mengatur hubungan Manusia dengan 

manusia lain, seperti bidang Perdata, Pidana, Pemerintahan dan lain sebagainya. 

Adapun hukum Perdata Islam disebut dengan istilah Fiqih Muamalah, kata 

Mu’amalat (المعاملات) yang kata tunggalnya ialah Mu’amalah (المعاملة) yang 

berakar pada kata عامل yang mengandung arti “Saling berbuat” atau berbuat 

secara timbal balik, bila kata ini dihubungkan kepada kata Fiqih yang artinya 

aturan yang berhubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan 

hidup manusia.1 

Fiqih Muamalah bisa juga di artikan dengan Hukum-hukum Syara’ yang 

bersifat praktif (amaliyah) yang diperoleh dari Dalil-dalil yang terperinci 

(tafshiliah) yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain 

dalam persoalan ekonomi.2 Menurut Subekti Hukum Perdata adalah Hukum yang 

mengatur kepentingan perseorangan.3 Dalam pengertian khusus, Hukum Perdata 

Islam diartikan sebagai norma Hukum yang berkaitan dengan Hukum Bisnis 

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 175. 
2 Panji Adam, Fikih Mua>malah Adabiyah  (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 11.  
3 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum 

Benda (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 1.  
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Islam, salah satunya adalah Jual Beli. Istilah jual beli dalam Bahasa Arab disebut 

ba’i dari kata dasar ba>’a-yabi>’i u-ba’i diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan 

sesuatu ( يْءاِ لشَّ -بِا يْءاِ  Adapun secara istilah ba’i yaitu saling tukar 4.(مُقَابَ لَةُِ-الشَّ

menukar harta dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan.5 

Berdasarkan pasal 91 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akibat 

jual beli yang sah dan mengikat maka timbul berpindahnya kepemilikan objek jual 

beli.6 Hak milik berasal dari Bahasa Arab, yaitu Al-Haqq dan Al-Milk yang 

bermakna ketetapan dan kepastian. Secara Terminologi, kata Al-Haqq bermakna 

ketetapan yang bersesuaian dengan realitas. Sementara itu kata Al-Milk7 adalah 

penguasaan terhadap sesuatu yang dikuasainya yang dapat dinikmati manfaatnya 

apabila tidak ada halangan syarak.8 Para Ahli Fiqih berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan hak milik, Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan kata al-Haqq 

dengan kemaslahatan yang di peroleh secara Syara.9 Sementara Hendi Suhendi 

mendefinisikan kata al-Haqq dengan suatu ketentuan yang digunakan oleh Syara’ 

untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. 10 

                                                           
4 Burhanudin, Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 

2009), hlm. 67. 
5 Siska lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis 

Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.168.  
6 Ahmad Mujahidin, Prosedur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.169. 
7 Ridwan, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Purwokerto: STAIN Press, 2016), 

hlm.13-15. 
8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), hlm. 45. 
9 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46. 
10 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 32.  
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Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, 

pasal 16 UUPA, salah satunya adalah Hak Milik yang diterangkan dalam pasal 20 

ayat (1-2) UUPA yang berbunyi:11 

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang 

menyatakan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  

2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. 12   

Peralihan tanah menjadi hak milik pribadi dapat diperoleh dengan cara 

Jual Beli tanah, Ihya’ al-mawa>t (mengelola tanah terlantar) H{ima> dan Iqt}ta>, Atau 

membuat semacam pembatas (al-Tahjiir) pada tanah yang belum ada 

penguasaanya karna tanah itu terlantar atau tidak difungsikan lagi.  

Dalam jual beli tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Babakan 

sepanjang pinggiran Rel Keretaapi tepatnya Grumbul Karanggandul, tanah itu 

tidak ada penghuni dan terbengkalai tidak di rawat, dan diterlantarkan Dalam 

konsep islam disebut dengan Ihya’ al-mawa>t13 (mengelola tanah terlantar) dalam 

Hukum Islam penguasaan seseorang atas suatu benda yang belum ada pemiliknya 

melahirkan hak kepemilikan. Pemerintah Desa Babakan berinisiatif untuk 

membuat pasar sebagai sarana Ekonomi dan menjual sebagian tanah tersebut 

untuk pembangunan sarana Pendidikan, hal tersebut terjadi sekitar tahun 1964, 

yang dibeli oleh salah satunya ialah orangtua dari Ibu Marpoah dan Bapak Agus 

                                                           
11 Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hlm. 3. 
12 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), hlm.164. 
13 Syekh Abu Syuja ’Ahmad bin Husain, Ringkasan Fikih Islam terjemah Matan Ghoyah 

wat Taqrib, terj. Ahmad Ma’ruf Asrori (Surabaya: Al-Miftah, 2000), hlm.84. 
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Sumitro14 luasnya Masing-masing kurang lebih 300M2, tanah tersebut tidak 

langsung di sertifikatkan namun hanya ada kuintansi pembelian tanah dari Desa, 

Adapun sebagian tanah yang tidak ada penghuninya, maka dimanfaatkan oleh 

warga untuk dijadikan tempat tinggal. Pada masa Pemerintahan Lurah Pak Yatin 

(alm) sampai Lurah Pak H. Kusen tahun 1981, Tanah tersebut terjadi sengketa 

surat kepemilikan dengan Pihak PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI), dengan dalih 

bahwa dulu masyarakat Karanggandul berhutang kepada Belanda berlakulah 

tanah Refrendum, hal tersebut dikuatkan pada Grondkart yaitu Peta yang di buat 

oleh Belanda dan menyatakan bahwa tanah itu adalahnya miliknya dan membuat 

semacam tanda atau patok dan dalam islam disebut dengan al-Tahjiir. 15 

Dalam konsep Perdata Islam jual beli harus memenuhi Rukun dan Syarat, 

dalam Pasal 59 KHES bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, 

dan Isyarat, selama hal tersebut memiliki makna hukum yang sama, salah satunya 

terkait Syarat dalam akad adalah harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki 

sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum 

dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW: 

دٌِحَدَِِّحَدَِّ ِباشْرٍِعَنِْيوُسُفَِبِِْثَ نَاِأبَوُِعَوَاِثَ نَاِمُسَدَّ ِمَانةََِعَنِْأَبِا زاَمٍِِهَكَِعَنِِْنا ِحا ِبْنا حَكايما
ِالرَِِّرَسُولَِاللََّّاِيَِِْقاَلَِيَِ ِالْبَ يْعَِليَِِْتاينِا نِاِ يِأفَأَبَْ تَاجُلُِفَ يُُايدُِما وقاِعُهُِلَهُِماِِسَِعانْدا ِِفَ قَالَِنِْالسُّ

 لَِِتبَاعِْمَاِليَْسَِعانْدَك16َِ
 

                                                           
14 Wawancara dengan Ibu Marpoah dan Bapak Agus Sumitro, warga Karang Gandul, 

Kamis, 3 Oktober 2019, Jam: 16.15 WIB. 
15 Wawancara dengan Bapak Marno Pegawai Stasiun Karang Gandul, Kamis, 3 Oktober 

2019, Jam: 19.00 WIB. 
16 Abu Dawud Sulaiman Bin Asngas Sijtani, Sunan Abu dawud (Bairud Libanon: Dar Al-

Fiker, 1994), hlm.151. 
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Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada 

kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin 

Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku 

ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku 

membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau 

menjual apa yang tidak engkau miliki!" 

 

Benda jual beli tidak boleh mengandung unsur tipuan (Gharar) harus jelas 

barang itu milik sendiri atau punya oranglain sebagaimana Hadis Nabi 

Muhammad SAW: 

ِِبَكْراِِأبَُ وِِْثَ نَاِحَدَِّ ِبْنا بَةَ,ِحَدَِّأبا عَنِِْةَِبُ وِْأسَُاِمَِِوَأَِِسَعايْداِبْناِِوَيََْيَِِراسَِِاادِِْبْنُِِهللااِعَبدُِِثَ نَاِشَي ْ  
ِِ سَعايْدِعَنِْعُبَ يْداِِااللهِحَدَِثَِنا )وَالَّفْظُِلَهُ(ِحَدَِث َّنَاِيََِْيَِِابْناِ حَرباِ ِبْناِ يُْا ِزُِِها عُبَ يْداِِااللهِوِحَدَِثَنا

ِاأبُ وِْ ِعَنِِْجاِالَأعْرَِنََِداِعَناِلزَِّ  ُِِّةَِقاَلَ:هُرَِيْ رَِأِبا ِالَِوَسَلَّمِعَلَيْهاِاللهُِاِصَلَّىِنَ هَىِالنَّبا ِصَاعَنِْبَ يْعا
17 ِالْغَرَراِ  ةا,ِوَِِعَنِْبَ يْعا

Hadis ini diriwayatkan dari Abu> Bakar bin abi Syaibah dari ‘Abdillah bin 

Idris dari Yahya bin Sa’id dari Abu> Usamah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair 

bin Harb (dan lafad darinya) dari Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari 

Abu> az-Zanad dari A’raj dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW 

“Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli Garar (yang 

belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).    

 

Berdasarkan permasalahn yang telah dijelaskan diatas bahwasannya 

Rukun jual beli yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Babakan telah 

terpenuhi Rukunnya yaitu adanya penjual (Pemerintah Desa), pembeli yaitu 

orangtua Bapak Agus Sumitro dan Ibu marpoah, Barang yang diperjual belikan 

sebidang tanah, adanya akad atau kesepakatan yaitu penyerahan uang dan 

diberikannya kuitansi sebagai bukti pembelian tanah. Adapun Syarat sah dalam 

jual beli salah satunya adalah syarat barang harus suci, bermafaat, dapat 

digunakan dan barang itu milik sendiri, dalam permasalahan ini pemilik tanah 

                                                           
17 Ima>m an-Nawa>wi, Syarah S{ah{i>h Muslim, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2011), hlm. 459-460. 
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tersebut tidak jelas milik siapa, milik pemerintah atau milik PT. Kereta Api 

Indonesia, hal tersebut yang mengakibatkan sengketa sampai saat ini. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian Pasal 42 ayat 1, batas ruang milik jalur kereta api merupakan 

ruang sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk 

pengamanan konstruksi jalan rel lebarnya paling rendah 6 Meter. Sedangkan Pasal 

45 Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel diukur dari batas 

paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api yang lebarnya paling 

rendah 9 Meter, Jadi Total batas kepemilikan tanah milik PT. Kereta Api 

Indonesia Jumlah Totalnya 15 Meter dari sisi kiri dan kanan, tetapi konteks di 

lapangan tidak sedemikian malah hampir keseluruhan tanah yang ada di 

Gerumbul Karanggandul kurang lebih luasnya ± 119.150M2 di akui sebagai milik 

PT. Keretaapi Indonesia. Namun berbeda dengan Bapak Sugeng (alm) Bekerja 

Sebagai TNI, yang mengajukan perkara ini di Bandung untuk dialihkan dan 

disertifikatkan menjadi hak milik pribadi Tetapi hanya tanah beliau saja, lalu 

tanah itu dijual  dan di beli oleh Tokoh Masyarakat yang memiliki peran penting 

dalam Pemerintahan semasa itu.18 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

tentang praktik jual beli yang diterapkan oleh pelaku jual beli tanah yang menjadi 

sengketa, dengan menekankan pada hukum diperbolehkannya atau tidaknya dalam 

ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, maka dari itu pada kesempatan kali ini 

penulis ingin meneliti mengenai hal tersebut dan penulis mengajukan Judul 

                                                           
18 Wawancara Dengan Bapak H. Kusen Mantan Lurah Desa Babakan Tahun 1981, 

Kamis, 3 Oktober 2019, Jam: 15.00 WIB. 
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Skripsi yaitu “Jual Beli atas Tanah Sengketa dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi kasus di Desa Babakan, Kec.Karanglewas, Kab.Banyumas).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

pokoknya adalah:  

1. Bagaimana praktik jual beli tanah yang berakibat sengketa pada Grumbul 

Karanggandul Desa Babakan? 

2. Bagaimana pandangan Hukum terhadap praktik jual beli tanah yang menjadi 

Sengketa dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana kejelasan Setatus Hukum jual beli tanah 

yang menjadi sengketa di Grumbul Karanggandul Desa Babakan.  

b. Untuk mengetahui Hukum jual beli tanah yang menjadi sengketa dalam 

Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya dan juga bisa Bermanfaat bagi Masyarakat 

Khusunya warga Babakan dan Akademisi Hukum berikutnya tentang jual 

beli tanah yang menjadi Sengketa dalam Prespektif Hukum Ekonomi 

Syariah. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait. 
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D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan 

terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi 

terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap Karya-karya yang 

pernah ada. Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak Literatul-

literatul yang membahasnya, khususnya pada bagian Muamalah yang mengatur 

bagaimana cara jual beli menurut Hukum islam. 

Dalam buku yang berjudul al-Fiqih al-Isla>mi> wa adillatuhu jilid V, Wahab 

Az-Zuh{aili> mengatakan, bahwa salah satu Syarat Jual beli adalah barang yang 

diperjual belikan diketahui Jenis, Jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.19  

Buku yang berjudul Fiqih Mua>malah Adabiyah karangan Panji Adam 

menyebutkan bahwa Syarat Barang yang diperjual belikan adalah milik orang 

tersebut (penjual) bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki 

Seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut 

atau emas di tanah, ataupun burung yang masih di udara karena belum dimiliki 

penjual.20 

Buku Karya Urip Santoso yang berjudul Hukum Agraria kajian 

Komperhensif21, di dalam buku tersebut menerangkan Aspek-aspek Hukum 

Agraria pertanahan yang pembahasannya mudah di pahami penulis, dan juga di 

sajikan dengan kajian Komperhensif, dan juga di sajikan Undang-undang Pokok 

Agraria No.5 tahun 1960 beserta penjelasan Perpasal. 

                                                           
19 Wahab Az-Zuh{aili>, al-Fiqih al-Isla>mi> wa adillatuhu Jilid V(Jakarta: Gema Insani, 

2006), hlm. 66.  
20 Panji Adam, Fikih Mua>malah Adabiyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 11. 
21 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.319. 
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Penulis juga menelaah Karya-karya tulis yang berupa Skripsi yang telah 

dilakukan oleh Hengki Rapiansyah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam 

terhadap Jual beli Tanah terlantar (Studi Kasus di desa Sumber Jaya, Kec.Sumber 

Jaya, Kab. Lampung Barat)”. Pembahasan dalam Skripsi ini adalah jual beli tanah 

yang ditelantarkan kemudian di kelola menjadi hak milik berdasarkan ketentuan 

pasal 27 UUPA, karena pemilik tersebut telah mendiami tanah tersebut lebih dari 

30 tahun, lalu di jual kepada pihak kedua, namun tanah tersebut di akui oleh pihak 

ke tiga sebagai tanah miliknya dan manjadi suatu sengketa. 22 

Skripsi Hafid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual 

beli tanah Urug (Studi kasus di Desa Alasrajah Blega Bangkalan)” Pembahasan 

dalam Skripsi ini adalah praktik jual beli tanah milik Desa yang dijual kepada 

masyarakat untuk kepentingan khalayak umum, dan diperbolehkan oleh 

Pemerintah berdasarkan Peraturan Mentri dalam Negeri No. 4 tahun 2007, Pasal 1 

dan Pasal 2 angka 10. 23     

Skripsi Muhammad An’im Jalal yang berjudul: “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-undang No. 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.” Pembahasan dalam 

Skripsi ini adalah Hal-hal yang melatar belakangi hapusnya kepemilikan tanah 

karena pencabutan hak, penyerahan suka rela, tanah tersebut ditelantarkan, karena 

                                                           
22 Hengki Rapiansyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual beli Tanah terlantar (Studi 

Kasus di desa Sumber Jaya, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat)”, Skripsi (Lampung: UIN 

Raden Intan Lampung, 2018), hlm.81.   
23 Hafid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Tanah Urug (Studi kasus di 

Desa Alasrajah Blega Bangkalan)”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 58.    
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dikuasai atau dialihkan kepada subjek hukum yang tidak berhak memangku 

kududukan hak milik atas tanah dan karena Musnahnya tanah. 24 

Skripsi Riri Zulfiandari yang berjudul: “Pembenaran oleh masyarakat 

terhadap penempatan tempat tinggal (Studi kasus Masyarakat Bantaran Rel Kereta 

Api Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas).” pembahasan dalam 

Skripsi ini adalah permasalahan mengenai kepemilikan tanah di sepanjang 

bantaran rel kereta api, yang sudah tinggal sejak tahun 1970 karena jalan rel sudah 

tidak aktif lagi, dan sebagian warga ada yang membeli tanah tersebut dari salah 

seorang warga yang dianggap sebagai pemilik lahan. faktor yang melatar 

belakangi warga bersikukuh tetap mempertahankan haknya ialah karena sudah 

lama tingggal disana, pengawasan tanah yang kurang ketat, tanah yang sudah 

dilantarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia, hal itu sama saja dengan seorang yang 

memiliki sesuatu, dibiarkan, tidak diperhatikan namun ketika orang 

menggunakannya kita sibuk menyatakan itu merupakan milik kita. 25 

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Hengki 

Rapiansyah 

Pandangan Hukum 

Islam terhadap Jual 

beli Tanah terlantar 

(Studi Kasus di desa 

Sumber Jaya, Kec. 

Sumber Jaya, Kab. 

Jual beli tanah yang 

ditelantarkan dan 

tidak ada pemiliknya, 

kemudian di kelola 

berdasarkan UUPA 

pasal 27 

Tempats tudi kasus, 

dan subjek berbeda, 

Kalo punya penulis 

subjek Jual beli 

adalah pemerintah 

desa dan pembelinya 

                                                           
24 Muhammad An’im Jalal, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah 

Dalam Pasal 27 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 60.   
25 Riri Zulfiandari, “Pembenaran oleh masyarakat terhadap pendapatan tempat tinggal 

(Studi kasus Masyarakat bantaran rel kereta api kelurahan sitirejo II Kecamatan Medan Amplas)”, 

Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 69-79. 
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Lampung Barat)  adalah warga  

Hafid Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Praktik 

Jual beli Tanah Urug 

(Studi di desa 

Alasrajah Blega 

Bangkalan). 

Praktik jual beli tanah 

milik desa yang dijual 

kepada masyarakat 

untuk kepentingan 

khalayak umum, dan 

diperbolehkan oleh 

pemerintah, dan 

berdasarkan Tinjauan 

hukum islam 

Skripsi tersebut 

membahas 

kecurangan dalam 

takaran jual beli 

tanah urug milik 

desa, sedangkan 

punya penulis tidak 

sedemikian, tempat 

penelitiannyapun 

berbeda. 

Muhammad 

An’im Jalal 

Analisis Hukum 

Islam Terhadap 

Hapusnya Hak Milik 

Tanah Dalam Pasal 

27 Undang-undang 

No. 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

Pertanahan 

berdasarkan kajian 

UU No. 5 Tahun 

1960 Tentang UUPA 

dan tanah dalam 

konsep Hukum islam 

Tidak di bahas 

mengenai jual beli 

tanah menjadi  

sengketa disepanjang 

rel kereta api 

berdasarkan Hukum 

Ekonomi Syariah 

Riri 

Zulfiandari 

Pembenaran oleh 

masyarakat terhadap 

penempatan tempat 

tinggal (Studi kasus 

Masyarakat bantaran 

rel kereta api 

kelurahan sitirejo II 

Kecamatan Medan 

Amplas). 

Kasusnya persis 

sekali yang di alami 

oleh penulis teliti, 

juga terdapat UU 

No. 23 tahun 2007 

tentang 

perkeretaapian 

Subjek dan tempat 

penelitian berbeda 

dengan yang  penulis 

teliti. 
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Berdasarkan penelusuran hasil Penelitian-penelitian terdahulu, tampak 

belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, 

penelitian saya ini membahas tentang Jual beli Tanah yang berakibat sengketa, 

yaitu dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Subjek yang melakukan jual 

beli tersebut adalah Pemerintah Desa kepada warga, namun tanah itu di Kelaim 

sebagai milik PT Kereta Api Indonesia, oleh karena itu penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa belum ada pembahasan sebelumnya yang membahas seperti 

yang penulis teliti. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima Bab yang di uraikan 

menjadi beberapa sub bab, untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan 

menelaah penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematikanya sebagai 

berikut: 

Bab I: yang berisikan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

berdasarkan Argumen penulis mengapa meneliti Judul tersebut,selanjutnya 

Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, adapun kajian pustaka 

berdasarkan Referensi yang penulis cantumkan, selanjutnya sistematika 

pembahasan. 

Bab II: membahas mengenai gambaran umum tentang Hukum Jual Beli 

Tanah Yang Berakibat Sengketa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang 

meliputi Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum jual beli,Unsur Jual beli, Rukun 

dan Syarat Jual beli, hak dan kewajiban penjual pembeli, Jual beli yang dilarang 
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dalam islam, akibat Jual beli, Sejarah Kepemilkan Tanah di Indonesia dan Sebab-

sebab Timbulnya Hak Kepemilikan. 

Bab III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi Jenis 

Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber 

Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV: Memuat tentang Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Praktek Jual Beli Tanah Yang Menjadi Sengketa Didesa Babakan, Kecamatan 

Karanglewas, dan Analisis Jual Beli Tanah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan Saran-saran.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Permasalahan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktek jual beli tanah yang mengakibatkan sengketa di Grumbul 

Karanggandul, Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, adalah jual beli 

terhadap objek sebidang tanah antara Kepala Desa kepada orangtua dari Ibu 

Marpoah dan Bapak Agus Sumitro (Sebagai ahli waris), yang status tanahnya 

masih belum jelas, hal tersebut karena tidak terlepas dari histori masa lampau 

ketika Belanda Menjajah Negara Indonesia. 

2. Praktik jual beli tanah yang menjadi Sengketa di Grumbul Karanggandul, 

Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas dalam Prespektif Hukum Ekonomi 

Syariah adalah tidak sah karena adanya kecacatan tentang syarat sah benda 

yang dijual karena tidak jelas barang tersebut milik siapa dan mengutip dari 

pendapat Mayoritas Ulama apa bila syarat sah jual beli barang yang dijual 

tidak jelas maka hukumnya Fasid yaitu rusak atau batal sehingga 

menimbulkan pertentangan atau sengketa. Ketidak jelasan tersebut sama 

dengan jual beli Gharar yang mengandung unsur penipuan yang dapat 

menimbulkan dengki, konflik atau permusuhan, baik karena ketidak jelasan 

dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaanya. 
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B. Saran 

Saran saya kepada Masyarakat pada khususnya lebih Hati-hati lagi ketika 

akan melakukan jual beli terutama jual beli tanah, harus teliti asal usul tanah 

tersebut milik siapa dan ada bukti penguasaan tanah yang dibuktikan dengan 

sertifikat tanah atau sejenisnya, dan langsung balik nama pada sertifikat tanah 

tersebut, karena kedudukan sertifikat lebih utama dari pada dengan kuitansi 

pembelian tanah dari desa, hal tersebut agar tidak terjadi lagi seperti yang dialami 

oleh narasumber yang penulis teliti, karena ketidakjelasan kepemilikan tanah yang 

mengakibatkan sengketa kepemilikan sampai saat ini. 

Masyarakatpun butuh kepastian terkait hak kepemilikan karena meraka 

sudah lama sekali tinggal disana sampai tanah tersebut diwariskan kepada anak 

cucu mereka, Ketidakpastian tersebut akan menjadi bom waktu dikemudian hari 

bagi anak cucu mereka, sama saja kita memiliki namun tidak diakui. Dan pada 

hakikatnya apa yang kita miliki didunia ini adalah titipan dari Allah SWT, untuk 

dipergunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat, dan apa yang kita 

usahakan didunia ini hanya bersifat sementara, semua akan kembali kepala yang 

khalik, dan tuhanlah yang maha kuasa atas apa yang kita miliki didunia ini. Maka 

dari itu permasalahn yang terjadi segera ada titik terang agar semua pihak 

memperoleh kepastian hukum secara adil. 

Harapan penulis Semoga praktik jual beli tanah disepanjang pinggiran rel 

api, karena ketidakjelasan siapa pemilik tanah tersebut yang mengakibatkan 

sengketa tidak terulang kembali dikemudian hari. 
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